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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan
rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola
Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023.

Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik bagi PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023. Meski terbatasnya anggaran pada
tahun 2023, PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tetap
dapat memaksimalkan inovasi yang ada untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi
kepada masyarakat, diantaranya melalui PPID pelaksana berbasis Android dan Website.
Dengan demikian masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan informasi publik
dimana saja dan kapan saja.

Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari
sempurna, oleh karena itu penyusun memohon kritik dan saran demi perbaikan laporan
berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak
yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan
Dokumentasi (PPID) PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Anggaran 2023.

Palangka Raya, Desember 2023
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KEBIJAKAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK DI
SATPOL PP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Keberadaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(UU KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang
untuk memperoleh informasi publik (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan
melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara
sederhana.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi, salah
satu kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi UU No. 14 Tahun 2008 adalah
wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah telah menunjuk Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Nomor : 800/064/Bid.l/Diskominfo tentang Pembentukan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Lingkup Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2023

PPID bertanggungjawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian,
pelayanan dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID
dibantu oleh para petugas layanan informasi.

Guna mempercepat penanganan layanan informasi di lingkungan Satpol PP Provinsi
Kalimantan Tengah, PPID menetapkan 8 (delapan) SOP Layanan Informas Publik yang terdiri
dari : (1) SOP Permohonan Informasi; (2) SOP Pengelolaan Keberatan; (3) SOP Penanganan
Sengketa; (4) SOP Pendokumentasian Informasi Publik; (5) SOP Penyusunan Daftar Informasi
Publik; (6) SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik; (7) SOP Pendokumentasian Informasi yang
di Kecualikan dan (8) SOP Permohonan Informasi bagi Penyandang Disabilitas. Selain SOP,
petugas layanan juga diberikan panduan berupa Daftar Informasi Publik (DIP).

DIP bersifat dinamis dan dapat dimutakhirkan setiap saat apabila diperlukan terkait
dengan jangka waktu pengecualian dan/atau sifat suatu informasi dan/atau terdapat

penambahan atau pengurangan data.



STRUKTUR ORGANISASI
TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2023

STRUKTUR ORGANISASI
JABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTAS| (PPID)
POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SEKRETARIS PPID PELAKSANA

BIDANG

EIDANG BIDANG

PENGELOLAAN DATA & INFORMASI PELAYANAN INFORMASI DOKUMENTASI DAN ARSIP

1. WIDYO KRISWAHJONO, SE.
2. ABRAHAM AGUSTO RAHAIL, 5H.

PEJABAT
FUNGSIONAL

- -| SATUAN POLISI PAMONG PRAJA @
"~ PROVINSI KALIMANTAN TENGAH <~

MAKLUMAT PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI & DOKUMENTASI

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
MEMBERIKAN PELAYANAN
INFORMASI SECARA CEPAT,
TEPAT WAKTU, CARA MUDAH
DAN SEDERHANA

embina
9700228 199803 1 007

@ https://satpolpp.kalteng.go.id £} @SATPOLPPKALTENG o Satpol PP Provinsi Kalteng {6 satpolpp_kalteng




GAMBARAN UMUM
PELAKSANAAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Guna memperlancar pelayanan informas publik, PPID menyediakan ruang dan meja
layanan informasi publik yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain
pesawat telepon, komputer untuk petugas layanan dan pengunjung, dan kursi tunggu. Pemohon
yang ingin menyampaiakn permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang

layanan informasi tersebut.

o :
----- il

PENGE (A INFORMASI DAN DCKUME .4
(PPID) ‘

Foto Desk Layanan Informasi Publik

Disamping penyedia ruang dan meja layanan informasi, untuk mengakomodir
kepentingan public dalam mengakses layanan permohonan informasi, Satpol PP Provinsi
Kalimantan Tengah juga menyediakan akses layanan permohonan informasi PPID melalui e-

mail kalteng.polpp@gmail.com dan form online PPID yang tersedia di website

https://satpolpp.kalteng.go.id Pemohon informasi dapat dengan mudah mengakses layanan

informasi secara online melalui website PPID, kemudian permohonan informasi yang diterima
secara online tersebut diproses melalui layanan backoffice oleh petugas layanan PPID. Selain
akses tersebut, bagi masyarakat yang hendak menyampaikan pertanyaan umum berkaitan
dengan tugas fungsi Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah dapat juga melalui layanan media

sosial (Facebook, Instagram).


mailto:kalteng.polpp@gmail.com
https://satpolpp.kalteng.go.id/

GAMBARAN UMUM
PELAKSANAAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK

Kelengkapan Fasilitas DeskLayanan Informasi Publik

L N o g~ w D e

Meja dan Kursi Front Desk sebanyak 5 buah

1 Unit PC yang terkoneksi dengan internet

1 Unit Printer

1 Unit Air Conditioner

2 papan alur permohonan informasi dan pengaduan

Daftar Informasi Publik

BukuTamu

Form transaksi layanan informasi publik, antara lain :

a. Form Permintaaninformasi Publik;

b. Form tanda bukti penerimaan permintaan
informasi Publik;

c. Form tanda bukti penyerahan inf. Publik;

d. Form pengajuankeberatan.



JALUR DAN WAKTU
PELAYANAN INFORMASIPUBLIK
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Akses layanan informasi online melalui:

@ ntpsJ//satpolppkalteng.goid 3 @SATPOLPPKALTENG &3 Satnol PP ProvinsiKalteng satpolpp_Kkalteng

AdministrasiLayananinformasi Publik

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA ()

PROVINSIIKALIMANTANITENGAH

PENGENAAN BIAYA

PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK
Pejabat P lol. dan D

PPID Provinsi Kalimantan Tengah menyediakan informasi secara
GRATIS (tidak dipungut biaya). Sedangkan untuk penggandaan,
biayanya ditanggung pemohon sendiri, atau pemohon dapat
menyediakan Flashdisk untuk merekam data atau informasi.

Satuan Polisi Pamong Praja
“Provinsi Kalimantan Tengah,

&
/BARU, $.Pd., M Si.
dya

B ina Utama Ma
NIP. 19700228 199803 1 007

@ https: isatpolppkalteng'go'id § § 1SATROLRPKALTEN G &3 [Satpol PRIP: Kalteng 48 (satpolpp!kaiteng


mailto:kalteng.polpp@gmail.com

Link Pengaduan

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePCaD4JGfB8tKfro0pla6oJNgr EQH-
9HO5Ar fgN VVbHhw/viewform

112523, 6.56 14 Tergeh 1125123, 858 A g = 18 P Tergsh

Form Pengaduan Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi Kalimantan Tengah

Perlu diperhatikan bahwa KATEGORI ADUAN yang dapat disampaikan dan berada di bawah
wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kallmantan Tengah adalah sebagai
berikut:

1. PGOT (Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar)

PGOT dinyatakan sebagai gangguan ketertiban dan keamanan umum dikarenakan
keberadaan mereka terkadang dapat Ketertiban seperti laly
lintas dan meresahkan warga.

2. Keindahan dan Ketertiban Kota
Pelanggaran terhadap keindahan kota dapat berupa perusakan aset-aset daerah, reklame
liar, lapak liar, dan mural ilegal.

3. Miras
Pengaduan ini dapat berupa dampak negatif dari penggunaan miras yang telah
menyimpang dan mengganggu ketentraman lingkungan sekitar. Pengaduan ini juga dapat
dilakukan jika anda menemukan penjualan miras yang tidak sesual perda yang telah
ditetapkan tanpa ada pengawasan dan pangendalian minuman beralkohol

4. Kenakalan Remaja
Kenakalan remaja yang dapat dilaporkan ke instans| SATPOL PP meliputi perusakan aset
daerah seperti gedung kantor, papan reklame, halte, dan infrastruktur layanan publik.

5. Galian €
Penambangan tanpa izin yang ilegal dan tidak sesual dengan regulasi perda dapat
dilaporkan dan diancam hukum pidana

6. Masalah ASN
Masalah ASN meliputi penyimpangan tugas dari seorang ASN seperti tidak menggunakan
pakaian dinas saat jam kerja atau ada indikasi pelanggaran kode etik ASN

7. Bangunan Liar
Pengaduan ini dapat dilakukan jika anda menemukan bangunan liar di wilayah anda yang
tidak memiliki persyaratan administratif (status hak atas tanah, status kepemilikan
gedung, dan izin mendirikan bangunan) dan persyaratan teknis sesuai fungsi gedung.

8. Bencana Alam
Pengaduan terkait permohonan bantuan untuk bencana alam seperti Banjir, Kebakaran
Hutan dan Lahan, termasuk bencana pandemi COVID-19,

I 81 08N _aN.

12825, 656 4K Forn Pergeduan Sstsn Po i Paiarg Preja Prosin Kelirsaran Tergsh

‘Waktu Kejadian

Wakty

LAMPIRAN (DAPAT BERUPA GAMBAR, FOTO, DOKUMEN PENDUKUNG LAINNYA)

& Tambahkan file

Nama Pelapor (identitas anda akan dirahasiakan)

Jawaban Anda

FOTO KTP/Kartu Pelajar/Identitas Lainnya

& Tambahkan file

Nomor HP Pelapor

Jawaban Anda

P

Jangan pemah mengirmken 2and) melalul Goagle Formulr.

Layanan -Kebi scen

Kosten . Leporken
Privasi

Google Formulir

{_ECH SH0S_fah_ v

Nama dan foto yang terkait dengan Akun Gaogle Anda akan direkam saat Anda mengupload
file dan mengirim formulir ini. Alamat email Anda bukan bagian dari respons Anda.

Jenis Laporan (pilih sesuai dengan KATEGORI ADUAN)

PGOT (Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar)
KEINDAHAN DAN KETERTIBAN KOTA

MIRAS

KENAKALAN REMAJA

GALIAN C

MASALAH ASN

BANGUNAN LIAR

BENCANA ALAM

OO00O0OO0O0OO0OO0O0

Yang lain:

Isi Laporan

Jawaban Anda

Tanggal Kejadian
Tanggl

mmiddfyyyy O

Lokasi Kejadian

Jawaban Anda

{_EGH 3HOSAL_fgN s 24


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePCaD4JGfB8tKfr90p1a6oJNgr_EQH-9H05Ar_fgN_VVbHhw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePCaD4JGfB8tKfr90p1a6oJNgr_EQH-9H05Ar_fgN_VVbHhw/viewform
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PENYEDIAAN
INFORMASI PUBLIK

Selama tahun 2023, PPID Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah telah memutakhirkan
konten informasi piblik pada website resmi PPID http://ppid.kalteng.go.id/ sesuai dengan
ketentuan dalam pasal 9, 10, dan 11 UU KIP mengenai informasi yang wajib disediakan dan

diumumkan secara berkala, serta merta dan yang wajib tersedia setiap saat.
WEBSITE PPID

X | B 1A MENGALAHKAN LEGENC: X

Layanan Informasi Publik

e Daftar Informasi Publik

2 Permohonan informasi
H P Type here to search (’_j =i}

Daftar Informasi Publik

Selain melalui website, PPID Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah juga
memanfaatkan sarana publikasi lain untuk mengumumkan informasi publik yaitu melalui

media sosial Facebookdan Instagram.
MEDIA SOSIAL PPID

A BO0 il RO

& satpelpp_kaiteng o



http://ppid.kalteng.go.id/
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Sumber Daya Manusia Pengelola Layanan Informasi

Dalam melaksanakan dan mengelola layanan informasi publik, PPID Satpol PP Provinsi
Kalimantan Tengah membentuk Tim Kerja yang melibatkan seluruh bidang untuk menjalankan
PPID berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor :
800/064/Bid.l/Diskominfo  tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Pelaksana Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023
dan Tim Desk Layanan Informasi yang bertugas melayani masyarakat untuk memenuhi
permintaan data atau mengajukan aduan, sehingga layanan informasi publik pada Satpol PP
Provinsi Kalimantan Tengah berjalan optimal.

Mengingat pentingnya sinergi pengelolaan PPID di lingkungan Satpol PP Provinsi
Kalimantan Tengah, Tim PPID mengadakan rapat dan forum koordinasi guna melihat
perkembangan layanan PPID dan mengumpulkan masukan untuk perbaikan layanan informasi
publik agar lebih maksimal. Tidak hanya bersinergi di lingkungan internal, PPID Satpol PP
Provinsi Kalimantan Tengah juga berpartisipasi aktif dalam pada forum yang diselenggarakan
oleh PPID Utama beserta PPID Pembantu OPD lainnya. Sedangkan untuk peningkatan kualitas
pelayanan, PPID melaksanakan kegiatan workshop yang berkaitan dengan keterbukaan
informasi dan layanan informasi yang tergabung pada kegiatan Uji Konsekuensi Informasi
Publik dengan menghadirkan narasumber dari PPID Utama dan Komisi Informasi Provinsi

Kalimantan Tengah.
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RINCIAN
PELAYANAN PERMOHONAN

Selama Tahun 2023, PPID Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah menerima :

000 PERMOHONAN INFORMASI 004 ADUAN MASYARAKAT

Dengan Rincian sebagai berikut:

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

2 3 4 5 6 7 8
JANUARI 0 0 0 0 0 0| O 0
FEBRUARI 0 0 0 0 0 0| O 0
MARET 0 0 0 0 0 0| O 0
APRIL 0 0 0 0 0 0| O 0
MEI 0 0 0 0 0 0f 0 0
JUNI 0 0 0 0 0 0f O 0
JULIL 0 0 0 0 0 0 O 0
AGUSTUS 0 0 0 0 0 0| O 0
SEPTEMBER 0 0 0 0 0 0| O 0
OKTOBER 0 0 0 0 0 0f 0 0
NOPEMBER 0 0 0 0 0 0f O 0
DESEMBER 0 0 0 0 0 0| 0 0
0 0 0 0 0 0| 0 0
0 0 0 0 0 0| 0 0

Jumlah Pemohon Informasi Tahun 2023

]
£
]
E
!
E
&
=
3
5

Bulan Register Permohonan Informasi
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Sepanjang tahun 2023 tidak terjadi sengketa informasi publik. PPID Satpol PP Provinsi
Kalimantan Tengah memenuhi semua permintaan informasi publik sesuai dengan ketentuan
yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik dan ketentuan turunannya.

Capaian PPID Tahun 2023

Beberapan capaian yang diperoleh PPID Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah adalah
sebagai berikut:

1. PPID Satpol PP Provinsi Kalimantan
Tengah mendapatkan apresiasi dari
Komisi Informasi Provinsi Kalimantan
Tengah sebagai Badan Publik Kategori
Cukup Informatif Tahun 2023

2. Pengklasifikasian informasi publik ke dalam informasi publik yang ditetapkan ke dalam
Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor :
820/108/POL PP/2023 Tentang Daftar Informasi Publik (DIP) Pada Satuan Polisi Pamong

Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023
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Kendala

A. Hambatan

Dalam pelayanan informasi public ditemukan beberapa hambatan, kendala-kendala

yang terjadi dalam menerapkan keterbukaan informasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong

Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, yaitu :

1.

Kurangnya sarana dan biaya pendukung pelaksanaan kegiatan dan publikasi kegiatan
Satuan Polisi Pamong Praja ke masyarakat.

Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia (SDM) dalam layanan
informasi publik di PPID Pembantu Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan
Tengah, sehingga dalam proses penyediaan data dan informasi yang diminta masih
belum maksimal.

Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada PPID Pembantu Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah belum dapat dilaksanakan secara optimal.
Diharapkan kesadaran dan keterlibatan semua unsur didalamnya maksimal di tahun
selanjutnya.

Belum selarasnya persepsi masing-masing bidang pada PPID Pembantu dalam
menyediakan informasi yang diperlukan PPID Pembantu Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga perlu pemahaman bersama untuk partisipasi

penyediaan informasi yang cepat, tepat dan lengkap.

B. Penyelesaian Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dicari solusi untuk mengatasi kendala

dalam menerapkan keterbukaan informasi publik di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

Kalimantan Tengah sebagai berikut :

1.

Peningkatan pelayanan melalui updating informasi yang ada.Updating informasi yang
dimaksud yaitu memperbaharui semua data dan informasi kemudian dimuat pada
website di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah sehingga dapat
diakses oleh publik secara terbuka dan transparan. Dengan semakin banyak informasi
yang dituangkan atau dimuat di website maka diharapkan dapat memenuhi rasa
keingintahuan masyarakat akan informasi-informasi yang berkaitan dengan

penyelenggaraan pertahanan negara.
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Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan rencana tindaklanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi

PPID Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas PPID Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Diadakannya Workshop dan Bimbingan Teknis mengenai UU KIP bagi Koordinator dan
anggota PPID di lingkungan Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah

3. PPID Terus bersinergi melakukan koordinasi dan pembinaan terkait Keterbukaan
Informasi Publik agar data yang wajib disediakan kepada publik segera terpenuhi.

4. Diadakannya Bimbingan Teknis kepada petugas Desk Layanan Informasi terkait tupoksi

pelayanan informasi.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan

informasi publik PPID Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah.



DOKUMENTASI KEGIATAN
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KUAlIFIKASl BADAN PUBLIK
PERANGKAT DAERAH PROV KALIMANTAN TENGAH

KATEGORI MENUJU INFORMATIF

1. SATUAN POLISI PRAMONG PRAJA, NILAI 89,09
2. DINAS P3APPKB, NILAI 87,
3. DINAS KESEHATAN, NILAI 86,99
4. DINAS ESDM NILAI 84,35
5. DINAS KEHUTANAN, NiLA! 83,03
&. DINAS PERKIMTAN, NILAI 82,02
7. DINAS v:auununon& 7"3““ 80,81
BIRO UMUM, NILAI 8
: BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN, NILAI 80,47

=

KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK

Df KAL!MQNTAN TENGAH

nnun«m Raya, T Desembg 3

\...;,ym..; ®
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.T.A. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telepon / Faksimile (0536) 3221716 email : sekda@kalteng.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 800/064/Bid.I/Diskominfo

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan layanan informasi
publik pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah serta dalam rangka penyediaan informasi dan
dokumentasi yang cepat, tepat, berkualitas sesuai peraturan yang
berlaku, maka dipandang perlu adanya organisasi pengelola
layanan informasi dan dokumentasi yang disebut Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada
setiap Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah tentang Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Pelaksana lingkup Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2023.

—

Mengingat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

10.
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Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5149);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun
2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan
Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah Nomor 62);

Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor
188.4/........ /2023 tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan
Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN :

: Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pelaksana pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah, dengan struktur dan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

: PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri atas:

a. Atasan PPID : Kepala Perangkat Daerah;
b. Tim Pertimbangan : Pejabat Eselon III pada Perangkat Daerah;
c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) :

1.

kol

Ketua : Sekretaris/Pejabat Eselon III yang membidangi informasi
dan dokumentasi;

Sekretaris;

Bidang Pengelolaan Data dan Informasi;

Bidang Pelayanan Informasi;

Bidang Dokumentasi dan Arsip.

:Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA

huruf b mempunyai tugas :

1. Membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang
dikecualikan di lingkungan Perangkat Daerah;

2. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan
yvang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik pada
Perangkat Daerah.



KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada huruf c
mempunyai tugas :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan
informasi publik di Perangkat Daerah;

2. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait bidang layanan,
pengelolaan informasi publik serta bidang dokumentasi dan arsip.

3. Melakukan Koordinasi dengan PPID Utama Provinsi
Kalimantan Tengah, terkait pelaksanaan Uji Konsekuensi terhadap
Informasi yang dikecualikan.

KELIMA : Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan pelaksanaan tugasnya, Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana melaporkan
kepada Tim Pertimbangan dan PPID Utama Provinsi Kalimantan Tengah.

KEENAM : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah DPA-SKPD pada masing-masing
Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2023.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2023, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 16 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh : |

Drs. H. NURYAKIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 198506101891031025

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah (sebagai laporan);

2. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah;

3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Kalimantan Tengah (Selaku PPID Utama);

4, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

5. Seluruh Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah di Palangka Raya;

6. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

El

[=] Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
=T Sertifikat Elektronik BSrE Badan Siber dan Sandi Negara
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PPID Pelaksana :
a. Ketua

b. Sekretaris
c. Bidang-bidang Pendukung :
1) Bidang Pengelolaan Data

dan Informasi

2) Bidang Pelayanan
Informasi

3) Bidang Dokumentasi
dan Arsip

Sekretaris

Reynette Melani Baboe, ST,MM

—

. Edwin Adipratama, S.Sos,M.Si
2. Aprilina, AMd

1. Pipit A. Ningrum, SE
2. Andreas Briyan Hendrikus, SE

1. Imam Soedarmanto, A.Md
2. Rita Enie, S.Sos

34. SEKRETARIAT DPRD

Pengarah/Atasan PPID

Sekretaris DPRD Provinsi
Kalimantan Tengah

Tim Pertimbangan

Suasa TB Pasaribu, AP,MM

PPID Pelaksana :
a. Ketua

b. Sekretaris
c. Bidang-bidang Pendukung :
1) Bidang Pengelolaan Data

dan Informasi

2) Bidang Pelayanan
Informasi

3) Bidang Dokumentasi
dan Arsip

Kepala Bagian Tata Usaha
Feriady Esa Nius, SE

1. Briand Indrawan, ST,MT
2. Salampak, S.Sos

Harry Montiaga

Alpin

35. SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA

Pengarah /Atasan PPID

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Kalimantan Tengah

Tim Pertimbangan

a. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat

b. Kepala Bidang Penegakan Peraturan
Daerah

c. Kepala Bidang Perlindungan
Masyarakat

PPID Pelaksana :
a. Ketua

b. Sekretaris
c. Bidang-bidang Pendukung :
1) Bidang Pengelolaan

Informasi

2) Bidang Pelayanan
Informasi

Sekretaris

Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat
1. Widyo Kriswahjono, SE

2. Abraham Agusto Rahail, SH

1. Titiek Maryani, SH
2. Sylvia Arianty




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Website : https:/ /satpolpp.kalteng.co.id Email: kalteng.polpp@gmail.com

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Alamat: J1. Yos Sudarso No. 08, Palangka Raya 73112

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 820 / 108 / POL PP

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK ( DIP ) PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Menimbang :

Mengingat

a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka
perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) pada Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepada
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
tentang Daftar Informasi Publik (DIP);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dalam
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2038);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
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10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Prangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita
Negera Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita
Negera Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun
2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan
Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 62);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4);

Peraturan Gubemur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan

Tata Kerja Perangkat Daerah.
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN :

Daftar Informasi Publik Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan
sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU terdiri atas
informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang
wajib diumumkan secara serta merta dan informasi yang
disediakan setiap saat.

Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Kalimantan Tengah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya.
Pada tanggal : 31 Januari 2023

PALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
INSI KALIMANTAN TENGAH,

"Pembina Utama Madya

NIP. 19700228 199803 1 007

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

el

Gubemur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.

Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.

PPID UTAMA Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Dinas Komunikasi,

Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
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LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nomor

: 820/108/Pol.PP/2023

Tanggal : 31 Januari 2023

A. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA

25

Pejabat/Unit/Satker Penanggung Jawab Waktu dan Bentuk Jangka Waktu
No. Jenis Informasi Ringkasan Isi Informasi yang Menguasai Pembuatan atau Tempat Informasi yang | Penyimpanan
Informasi Penerbitan Informasi Pembuatan tersedia Retensi Arsip
1 2 3 4 5 6 7 8
1. | Alamat kantor Informasi tentang kedudukan Kasubbag Umum dan Sekretaris 1 (satu) bulan / Hardcopy dan 5 (lima) tahun
domisili dan Alamat kantir Kepegawaian Palangka Raya softcopy
Satpol PP Prov. Kalteng
2. | Visi-Misi Visi dan Misi Pol PP Provinsi Kasubbag Penyusunan Sekretaris 1 (satu) bulan / Hardcopy dan 5 (lima) tahun
Kalimantan Tengah Program Palangka Raya softcopy
3. | Tupoksi Uraian Tugas dan Fungsi Kasubbag Penyusunan Sekretaris 1 (satu) bulan / Hardcopy dan 5 (lima) tahun
Satuan Polisi Pamong Praja Program Palangka Raya softcopy
Prov. Kalteng
4. | Laporan Harta LHKPN yang telah diperiksa, Kasubbag Umum dan Sekretaris 1 (satu) tahun / Hardcopy dan 5 (lima) tahun
Kekayaan diverifikasi dan telak dikirim Kepegawaian Palangka Raya softcopy
Penyelenggara oleh KPK ke Badan Publik
Negera (LHKPN) untuk diumumkan
5. | Nama Program dan | Informasi tentang program dan | Kasubbag Penyusunan Sekretaris 1 (satu) bulan / Hardcopy dan 5 (lima) tahun
Kegiatan kegiatan berjalan Program Palangka Raya softcopy
6. | Penanggung jawab, | Informasitentang Penanggung | Kasubbag Penyusunan Sekretaris 1 (satu) bulan / Hardcopy dan 5 (lima) tahun
pelaksana program | jawab, pelaksana program dan | Program Palangka Raya softcopy
dan kegiatan, serta | kegiatan, serta No. telp dan
No. telp. Dan alamat | alamat yang dapat dihubungi
yang dapat
dihubungi
7. | Anggaran program Informasi tentang sumber dan Kasubbag Penyusunan Sekretaris 1 (satu) tahun / Hardcopy dan 5 (lima) tahun
dan kegiatan yang jumlah anggaran program dan Program Palangka Raya softcopy
meliputi sumber dan | kegiatan
jumlah
8. | Rencana dan Informasi tentang rencana dan | Kasubbag Keuangan Sekretaris 1 (satu) tahun / Hardcopy dan 5 (lima) tahun
realisasi anggaran realisasi anggaran dan Aset Palangka Raya softcopy
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1 2 3 4 5 6 7 8
9. | Laporan keuangan Ringkasan informasi tentang : Kasubbag Keuangan Sekretaris 1 (satu) tahun / Hardcopy dan 5 (lima) tahun
- Neraca dan Aset Palangka Raya softcopy
- Laporan Arus Kas
- Daftar Aset dan Inventaris
10. | Pengumuman Informasi tentang pengumuman | Kasubbag Umum dan Sekretaris 1 (satu) tahun / Hardcopy dan 5 (lima) tahun
pengadaan barang pengadaan barang dan jasa Kepegawaian Palangka Raya softcopy
dan jasa sesuai sesuai peraturan perundang-
peraturan undangan yang berlaku
perundang-
undangan yang
kerkait
11. | Laporan Kinerja Laporan Hasil Kinerja Satpol PP | Kasubbag Penyusunan Sekretaris 1 (satu) tahun / Hardcopy dan 5 (lima) tahun
Instansi Prov. Kalteng Program Palangka Raya softcopy
Pemerintahan
(Lakip)
12. | Laporan Laporan Hasil Penyelenggaraan | Kasubbag Umum dan Sekretaris 1 (satu) tahun / Hardcopy dan 5 (lima) tahun
Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pemerintahan | Kepegawaian Palangka Raya softcopy
Pemerintah Daerah | Satpol PP Prov. Kalteng
(LPPD)
13. | Profil pimpinan dan | Informasi mengenai Profil Kasubbag Umum dan Sekretaris 1 (satu) tahun / Hardcopy dan 5 (lima) tahun
pegawai pimpinanan dan pegawai yang Kepegawaian Palangka Raya softcopy
meliputi nama, sejarah karir
atau posisi, sejarah pendidikan,
penghargaan dan sanksi berat
yang pernah diterima
14. | Agenda penting Informasi tentang agenda Sekretaris / Kasubbag Kasat Pol PP Provinsi 1 (satu) tahun / Hardcopy dan 5 (lima) tahun
terkait pelaksanaan | penting dalam publik Umum dan Kalimantan Tengah Palangka Raya softcopy
badan tugas publik Kepegawaian
15. | Data Hasil Evaluasi | Data mengenai serapan APBD | Sekretaris / Kasubbag Kasat Pol PP Provinsi 1 (satu) tahun / Hardcopy dan 5 (lima) tahun
APBD Satpool PP Prov. Kalteng Keuangan dan Aset Kalimantan Tengah Palangka Raya softcopy
B. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SERTA MERTA
Pejabat/Unit/Satker Penanggung Jawab Waktu dan Bentuk Jangka Waktu
No. Jenis Informasi Ringkasan Isi Informasi yang Menguasai Pembuatan atau Tempat Informasi yang Penyimpanan
Informasi Penerbitan Informasi Pembuatan tersedia Retensi Arsip
1 2 3 4 5 6 7 8
1. - - - - - -




C. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SETIAP SAAT
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Pejabat/Unit/Satker Penanggung Jawab Waktu dan Bentuk Jangka Waktu
No. Jenis Informasi Ringkasan Isi Informasi yang Menguasai Pembuatan atau Tempat Informasi yang | Penyimpanan
Informasi Penerbitan Informasi Pembuatan tersedia Retensi Arsip
1 2 3 4 5 6 7 8
1. | Struktur Organisasi | Struktur Organisasi secara Kasubbag Umum dan Sekretaris 1 (satu) bulan / Hardcopy dan 5 (lima) tahun
berjenjang Satpol PP Prov. Kepegawaian Palangka Raya softcopy
Kalteng
2. | Rencana Strategis Rencana Strategis 5 (lima) Kasubbag Umum dan Sekretaris 1 (satu) tahun / Hardcopy dan 5 (lima) tahun
Tahun Satpol PP Prov. Kalteng | Kepegawaian Palangka Raya softcopy
3. | Daftar Informasi Memuat tentang Informasi yang | PPID Pembantu Tim PPID 1 (satu) bulan / Hardcopy dan 5 (lima) tahun
Publik disajikan pada PPID Utama Palangka Raya softcopy
4. | Profil Pimpinan dan | Informasi mengenai Profil Sekretaris / Kasubbag | Kasat Pol PP Provinsi 1 (satu) tahun / Hardcopy dan 5 (lima) tahun
Pegawai pimpinan dan pegawai yang Umum dan Kalimantan Tengah Palangka Raya softcopy
meliputi nama, sejarah karir Kepegawaian
atau posisi, sejarah pendidikan.
Penghargaan dan sanksi berat
yang pernah diterima
5. | Surat Perjanjian Informasi mengenai surat Bidang-Bidang (seluruh Sekretaris 1 (satu) tahun / Hardcopy dan 5 (lima) tahun
dengan Pihak Perjanjian dengan pihak ketiga | Eselon IIl) Palangka Raya softcopy
Ketiga
6. | Data Pendidikan Data ASN dan Tenaga Kontrak | Kasi Pengembangan Kabid Pembinaan 1 (satu) tahun / Hardcopy dan 1 (satu) tahun
Dasar Satpol PP Kabupaten/Kota dan | Kapasitas Masyarakat Palangka Raya softcopy
Satpol PP Provinsi Kalimantan
Tengah yang mengikuti
pendidikan Dasar Satpol PP
7. | Data Larangan dan | Informasi tentang Larangan dan | Kasi Penegakan Perda Kabid Gakda 1 (satu) tahun / Hardcopy dan 1 (satu) tahun
Sanksi dalam Perda | Sanksi dalam Perda dan Palangka Raya softcopy
dan Perkada Prov. Perkada Prov. Kalteng
Kalteng
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1 2 3 4 5 6 7 8

9. | Data Penyidik Informasi tentang Biodata Kasi Penegakan Perda Kabid Gakda 1 (satu) tahun / Hardcopy dan 1 (satu) tahun
Pegawai-Pegawai Nomor SK PPNS dan UU yang Palangka Raya softcopy
Negeri Sipil dikawal di lingkungan
Pemerintah Prov. - Pemerintah Prov. Kalteng
Kalteng - Satpol PP Prov Kalteng

10. | Data Penegakan Informasi kegiatan penertiban Kasi Penegakan Perda Kabid Gakda 1 (satu) tahun / Hardcopy dan 1 (satu) tahun
Perda dan Perkada | terhadap pelanggaran Perda Palangka Raya softcopy
Prov. Kalteng dan Perkada Prov. Kalteng

11. | Database Sat Informasi tentang Jumlah dan Kasi Linmas Kabid Linmas 1 (satu) tahun / Hardcopy dan 1 (satu) tahun
Linmas se-Kalteng Sebaran Anggota Sat Linmas Palangka Raya softcopy

se-Kalteng

12. | Target/capaian Informasi tentang target dan Kasubbag Penyusunan Sekretaris 1 (satu) tahun / Hardcopy dan 5 (lima) tahun
program dan capaian program dan kegiatan Program Palangka Raya softcopy
kegiatan

13. Jagwal pelaksanaan | Informasi tentang jadwal Kasubbag Penyusunan Sekretaris 1 (satu) tahun / Hardcopy dan 5 (lima) tahun
program dan pelaksanaan program dan Program Palangka Raya softcopy
kegiatan kegiatan

14. | Hak dan tata cara | Informasi tentang hak dan Kasubbag Umum Sekretaris 1 (satu) tahun / | Hardcopy dan Selama
memperoleh tata cara memperoleh dan Kepegawaian Palangka Raya softcopy Berlaku
informasi serta informasi serta tata cara
tata cara pengajuan keberatan dan
pengajuan proses penyelesaian
keberatan dan sengketa
proses
penyelesaian
sengketa

15. | Rencana Kerja Rencana Kerja Satuan Polisi | Kasubbag Sekretaris 1 (satu) tahun/ | Hardcopy dan | 5 (lima) tahun
(Renja) Pamong Praja Prov. Kalteng | Penyusunan Palangka Raya softcopy

Program

16. | Angenda Kerja Informasi tentang agenda Kasubbag Umum Sekretaris 1 (satu) tahun/ | Hardcopy dan | 1 (satu) tahun
Pimpinan kerja Pimpinan dan Kepegawaian Palangka Raya softcopy

17. | SOP Penanganan | Informasi tentang Standar Kasi Ketertiban Kabid Tramtibum 1 (satu) tahun / Secara Selama
Ketertiban Umum | Operasional Prosedur Umum Palangka Raya Berkala Berlaku

Pelaksanaan Ketertiban
Umum
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18. | SOP Peniagaan, Informasi tentang Standar Kasi Operasional dan Kabid Tramtibum 1 (satu) tahun / Secara Selama
Patroli dan Prosedur Penjagaan, Patroli | Pengendalian Palangka Raya Berkala Berlaku
Pengawalan dan Pengawalan

19. | Inventarisasi Informasi tentang Peraturan | Kasi Penegakan Kabid Gakda 1 (satu) tahun / Secara Selama
Peraturan Daerah | Daerah dan Peraturan Perda Palangka Raya Berkala Berlaku
dan Peraturan Kepala Daerah yang menjadi
Kepala Daerah dasar wewenang Satpol PP
Prov. Kalteng Prov. Kalteng

20. | Teknis Standar Informasi tentang Standar Kasi Penegakan Kabid Gakda 1 (satu) tahun / Secara 5 (lima) tahun
Operasional Operasional Prosedur Perda Palangka Raya Berkala
Prosedur Penegakan Perda

Penegakan Perda

Ditetapkan di
Pada Tanggal

Palangka Raya
31 Januari 2023

~ Pembina Utama Madya
NIP. 19700228 199803 1 007






